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BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai
analisis perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank
Mandiri, dan BCA berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen Jasa

Keuangan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
a. Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI
masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan POJK
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi substansi dan format

perjanjian.

Dari segi format perjanjian, perjanjian baku pembukaan rekening milik
BRI melanggar ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan karena tidak mencantumkan pernyataan: “PERJANJIAN INI
TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.”

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pencantuman pernyataan tersebut
di atas dapat dinyatakan bahwa perjanjian baku pembukaan rekening
milik BRI tidak memenuhi ketentuan butir 4 bagian Il SEOJK
Perjanjian Baku sebagai peraturan pelaksana POJK Perlindungan

Konsumen Jasa Keuangan.
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Adapun, dari segi substansi perjanjian, masih ditemukan klausula-

klausula baku yang melanggar ketentuan pada perjanjian baku

pembukaan rekening tabungan milik BRI, antara lain:

1)

2)

Klausula pada butir 1 bagian VI tentang Bunga dan Biaya-Biaya
dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening milik BRI yang
mencantumkan bahwa, “Apabila tidak ditentukan lain, setiap bunga
yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah dapat berubah
mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan intern Bank yang
akan diberitahukan secara umum melalui Kantor Bank, tanpa
pemberitahuan sebelumnya.” Pengaturan ini melanggar ketentuan
ketentuan butir 4 huruf f bagian 11 SEOJK Perjanjian Baku dan pasal
22 ayat (3) huruf f POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.
Selain itu, klausula ini dapat pula dinyatakan memenuhi unsur
klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
huruf a butir 3 bagian Il SEOJK Perjanjian Baku sebagai klausula
eksonerasi karena mengurangi hak nasabah.

Klausula pada butir 1 bagian XII tentang Lain-Lain dalam Syarat
dan Ketentuan Pembukaan Rekening milik BRI yang
mencantumkan bahwa, “Kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah
kepada Bank tidak dapat ditarik, dicabut, atau berakhir menurut
ketentuan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
maupun oleh sebab apapun juga. Kuasa-kuasa tersebut merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan
Pembukaan Rekening ini.” Pengaturan ini melanggar ketentuan
pasal 22 ayat (3) huruf e POJK Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan dan ketentuan SEOJK Perjanjian Baku butir 4 huruf e

bagian Il. Pengaturan ini juga memenuhi larangan sebagaimana
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diatur dalam ketentuan SEOJK Perjanjian Baku butir 3 huruf a dan b

bagian II.

b. Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik Bank

Mandiri

juga masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap

ketentuan POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi

substansi perjanjian. Klausula-klausula baku yang melanggar ketentuan

pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik Bank

Mandiri,

antara lain:

1) Klausula-klausula yang substansinya memberikan hak bagi Bank

Mandiri untuk melakukan penutupan dan pemblokiran atas

rekening nasabah berdasarkan alasan-alasan pertimbangan Bank

Mandiri, yakni:

a)

b)

Klausula butir 8 tentang Pemblokiran dan Penutupan huruf a
angka 3 dan huruf b angka 3 bagian ketentuan-ketentuan dalam
Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan
yang menyatakan, “Pemblokiran rekening mandiri tabungan
dapat dilakukan di semua cabang atas pertimbangan Bank” dan
“Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan
di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas pertimbangan
Bank.”

Klausula butir 10 dan 11 bagian syarat khusus dalam Syarat
dan Ketentuan Khusus Rekening Mandiri Tabungan yang
menyatakan, “Penutupan rekening atas nama perorangan harus
didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan
karena alasan lain atas pertimbangan Bank.” dan “Penutupan
rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan
Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan)
kecuali penutupan karena alasan lain atas pertimbangan Bank.”
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c) Klausula pasal 14 tentang Pemblokiran dan Penutupan
Rekening butir 14.3.2. dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan
Rekening  yang  menyatakan,  “Bank  berdasarkan
kepentingannya sendiri berhak menutup rekening berdasarkan
alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan
oleh Bank.”

Klausula-klausula sebagaimana diuraikan sebelumnya melanggar

ketentuan huruf e pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen

Jasa Keuangan dan ketentuan huruf e butir 4 bagian Il SEOJK

Perjanjian Baku. Klausula-klausula ini juga dapat dinyatakan

memenuhi unsur klausula yang dilarang dalam ketentuan huruf a

butir 3 bagian Il SEOJK Perjanjian Baku.

2) Klausula pada butir 16.1. pasal 16 tentang Perubahan dan
Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR dalam Syarat-Syarat
Umum Pembukaan Rekening yang menyatakan, “Bank berhak
melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR.  Perubahan
tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan
pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di
Bank.” Pengaturan dalam klausula ini melanggar ketentuan huruf f
pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
dan huruf f butir 4 bagian Il SEOJK Perjanjian Baku. Substansi
klausula ini juga memenuhi unsur klausula yang dilarang dalam
ketentuan huruf a butir 3 bagian 11 SEOJK Perjanjian Baku

Bahwa pada perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BCA

masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan POJK

Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dari segi substansi perjanjian.

Klausula-klausula baku yang melanggar ketentuan pada perjanjian baku

pembukaan rekening tabungan milik BCA, antara lain:



497

1) Klausula pada butir 16 bagian B tentang Syarat dan Ketentuan
Pemegang Kartu PASPOR BCA dalam Ketentuan-Ketentuan
Pemegang Kartu PASPOR BCA ditemukan pengaturan, “BCA
dengan alasan tertentu setiap saat berhak untuk memblokir,
membatalkan, menarik, atau memperbarui Kartu PASPOR BCA
dan/atau rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apapun.”
Klausula ini dapat dinilai telah melanggar ketentuan ketentuan
huruf e pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan dan ketentuan huruf e butir 4 bagian Il SEOJK
Perjanjian Baku. Selain itu, klausula ini juga dapat dinyatakan
sebagai juga klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan huruf a butir 3 bagian 11 SEOJK Perjanjian Baku.

2) Klausula butir 14 bagian B tentang Syarat dan Ketentuan
Pemegang Kartu Paspor BCA dalam Ketentuan-Ketentuan
Pemegang Kartu PASPOR BCA yang menyatakan, “BCA tidak
bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya
mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-
hal di luar kekuasaan atau kesalahan BCA.” Klausula ini dapat
dinyatakan memenuhi rumusan unsur klausula yang dilarang
ketentuan huruf a butir 3 bagian 1l SEOJK Perjanjian Baku yakni
sebagai klausula eksonerasi/eksemsi. Klausula ini juga dapat
dinyatakan memenuhi rumusan larangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan huruf a pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan
Konsumen dan ketentuan huruf a butir 4 bagian Il SEOJK
Perjanjian Baku.

d. Bahwa tindakan pelaku usaha jasa keuangan bank (dalam hal ini BRI,
Bank Mandiri, dan BCA) yang mencantumkan klausula-klausula yang
dilarang oleh pasal 22 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Jasa
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Keuangan dan ketentuan SEOJK Perjanjian Baku bagian 1l butir 3 huruf
a, serta butir 4 dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan
menyebabkan perjanjian-perjanjian tersebut mengandung indikasi
penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, perjanjian baku
pembukaan rekening milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA juga dapat
dianggap memenuhi rumusan larangan sebagaimana diatur dalam
ketentuan butir 3 huruf b bagian 1l SEOJK Perjanjian Baku. Adapun,
ketentuan butir 3 huruf b bagian Il SEOJK Perjanjian Baku mengatur
bahwa perjanjian baku yang digunakan pelaku usaha jasa keuangan
dilarang mengandung indikasi penyalahgunaan keadaan.

e. Bahwa dengan adanya klausula-klausula baku dalam perjanjian baku
pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA yang
memenuhi larangan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (3) POJK
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan ketentuan butir 3 — 4
bagian 1l SEOJK Perjanjian Baku mengakibatkan disimpanginya hak-
hak nasabah selaku konsumen, sehingga klausula-klausula baku tersebut
juga melanggar ketentuan pasal 21 POJK Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan dan butir 1-2 bagian Il SEOJK Perjanjian Baku
tentang kewajiban memberlakukan asas keadilan, asas kewajaran, dan
asas keseimbangan dalam pembentukan perjanjian baku.

Secara lebih lanjut, berdasarkan tinjauan dalam sub-bab mengenai analisis
perjanjian pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA
berdasarkan Hukum Perjanjian (asas hukum perjanjian dan syarat sah
perjanjian), diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:
a. Bahwa perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank
Mandiri, dan BCA memenuhi asas konsensualisme, asas kepribadian,

asas persamaan, asas kepercayaan, dan asas kebiasaan. Sedangkan,
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berdasarkan hasil analisis yang terbatas pada Buku Il
KUHPerdata, asas hukum perjanjian yang belum dipenuhi dalam
perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank
Mandiri, dan BCA adalah asas kekuatan mengikat perjanjian layaknya
undang-undang, asas itikad baik, asas moral/kesusilaan, asas
keseimbangan, asas tidak melanggar ketertiban umum, asas kepatutan,
dan asas kepastian hukum. Khusus untuk asas kebebasan berkontrak
(freedom of contract), asas ini hanya terpenuhi sebagian dan mengalami
pergeseran menjadi asas kebebasan memasuki kontrak (freedom of
entrance)*® dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik
BRI, Bank Mandiri, dan BCA.

Adapun, berdasarkan hasil analisis lanjutan dengan meninjau
keberlakuan pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, maka
perjanjian baku pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank
Mandiri, dan BCA dapat dinyatakan memenuhi asas kekuatan mengikat
perjanjian layaknya undang-undang dan asas kepastian hukum. Akibat
lebih lanjut dari keberlakuan pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan
Konsumen adalah bahwa perjanjian baku pembukaan rekening tabungan
milik BRI, Bank Mandiri, dan BCA yang semulanya dinyatakan tidak
memenuhi asas ketertiban umum, kesusilaan, itikad baik, dan kepatutan,

kemudian dapat dinyatakan memenuhi rumusan asas-asas tersebut.

. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan oleh BRI,

Bank Mandiri, dan BCA dengan nasabah pengguna layanan tabungan
memenuhi syarat sepakat para pihak yang mengikatkan diri untuk
sahnya perjanjian selama sepakat yang diberikan para pihak dalam

pembentukan perjanjian tidak mengandung kekhilafan mengenai objek

480

Supranote 76, him. 4
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perjanjian maupun penipuan. Dalam hal perjanjian pembukaan rekening
tabungan, kemungkinan terjadinya kekhilafan maupun penipuan sangat
kecil, sepanjang pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA melaksanakan
kewajiban penyampaian informasi dan karakteristik produk dana
dan/atau layanan sebagaimana diwajibkan oleh POJK Perlindungan
Konsumen Jasa Keuangan. Disamping itu, sepakat para pihak juga harus
bebas dari paksaan untuk dianggap sebagai sepakat yang sah. Dalam
perjanjian pembukaan rekening tabungan sangat kecil kemungkinan
dilakukan paksaan dari pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA terhadap
nasabah. Begitu pula sebaliknya nasabah yang ditolak tidak dapat
memaksa pihak BRI, Bank Mandiri, dan BCA untuk menyelenggerakan
layanan tabungan baginya. Namun, menjadi mungkin nasabah
menerima paksaan dari pihak ketiga dalam melaksanakan perjanjian
pembukaan rekening tabungan. Alasan lain yang mungkin menjadikan
sepakat yang diberikan tidak sah adalah terjadinya penyalahgunaan oleh
pihak bank terhadap kondisi istimewa yang dimiliki nasabah.

Perjanjian pembukaan rekening tabungan milik BRI, Bank Mandiri, dan
BCA memenuhi syarat sah kecakapan apabila perajanjian pembukaan
rekening tabungan dilaksanakan dengan:

e Nasabah perorangan atau nasabah pemilik badan usaha
perorangan yang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah
menikah dan tidak sedang berada di bawah pengampuan.

e Nasabah yang berupa badan usaha persekutuan perdata yang
mana sekutu-sekutunya memenuhi syarat kecakapan sebagai
orang perorangan; telah memperoleh status yang sah sebagai
badan usaha berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris
dan terdaftar di Pengadilan Negeri; memiliki dokumen-dokumen

perizinan yang lengkap; dan perwakilannya yang hadir untuk
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melakukan pembukaan rekening tabungan  memiliki dasar
kewenangan yang dapat diselidiki berdasarkan akta pendirian
untuk melakukan tindakan hukum pembukaan rekening tabungan.
e Nasabah yang berupa badan hukum yang telah memperoleh status
badan hukum yang sah berdasarkan akta pendirian yang dibuat
oleh notaris dan telah disahkan oleh pejabat kementerian yang
terkait; terdaftar pada register yang sesuai; memiliki dokumen-
dokumen perizinan yang lengkap; dan perwakilannya yang hadir
untuk melakukan pembukaan rekening tabungan memiliki dasar
kewenangan yang dapat diselidiki berdasarkan akta pendirian
untuk melakukan tindakan hukum pembukaan rekening tabungan.

d. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan oleh BRI,
Bank Mandiri, dan BCA memenuhi syarat sah perjanjian yakni syarat
hal tertentu. Hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian
pembukaan rekening tabungan baik yang diadakan oleh BRI, Bank
Mandiri, maupun BCA adalah layanan, fasilitas, dan kemudahan yang
dikemas dalam kesatuan layanan simpanan berupa tabungan untuk
diselenggarakan bagi kepentingan nasabah penabung.

e. Perjanjian pembukaan rekening tabungan yang diadakan BRI, Bank
Mandiri, dan BCA belum memenuhi syarat sah perjanjian yakni syarat
kausa yang halal karena di dalamnya masih memuat klausula-klausula
yang pencantumannya dilarang oleh POJK Perlindungan Konsumen
Jasa Keuangan dan SEOJK Perjanjian Baku sebagai peraturan
perundang-undangan. Disamping itu, keberadaan klausula-klausula
yang melanggar tersebut mengakibatkan disimpanginya hak-hak
nasabah, sehingga perjanjian baku pembukaan rekening tabungan yang
diadakan BRI, Bank Mandiri, dan BCA juga dapat dianggap tidak

memenuhi nilai kesusilaan dan ketertiban umum.
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2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diperoleh, maka dengan ini penulis

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya

perlindungan konsumen jasa keuangan bank, khususnya untuk melindungi
konsumen dari klausula baku yang merugikan. Berikut merupakan saran-
saran yang dapat penulis sampaikan:

a. Bahwa pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini pihak BRI, Bank
Mandiri, dan BCA selaku penyedia layanan simpanan tabungan
hendaknya dapat melaksanakan usahanya dengan lebih memperhatikan
lagi ketentuan-ketentuan di bidang jasa keuangan terkait perlindungan
konsumen, sehingga pelaku usaha jasa keuangan bank dapat memahami
sepenuhnya mengenai hak-hak nasabah selaku konsumen, khususnya
dalam hal penggunaan perjanjian baku untuk membentuk ikatan dengan
nasabah. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan-
ketentuan di bidang jasa keuangan terkait perlindungan konsumen perlu
untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa keuangan bank dalam hal ini
BRI, Bank Mandiri, dan BCA agar dalam kegiatan usaha, pelaku usaha
jasa keuangan bank dapat turut mengusahakan dan memastikan
terselenggaranya perlindungan kepentingan nasabah selaku konsumen.

b. Konsumen hendaknya lebih lagi memiliki kesadaran untuk mau
mengenal hak-haknya melalui pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan
perlindungan konsumen yang berlaku. Konsumen juga diharapkan mau
berpartisipasi aktif melakukan pemberitahuan atau teguran kepada pelaku
usaha jasa keuangan bank apabila menemukan klausula yang diketahui
melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, konsumen juga
dapat aktif menyampaikan pertanyaan dan meminta penjelasan ketika

menemukan klausula baku yang rumusannya kurang dapat dipahami
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dengan baik dalam perjanjian-perjanjian yang digunakan oleh pelaku

usaha jasa keuangan.

. Akan menjadi baik, apabila pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan

memberlakukan suatu mekanisme pelaporan perjanjian baku yang akan
digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam kegiatan usahanya,
sebelum perjanjian baku tersebut digunakan. Hal ini dapat mencegah
dicantumkannya rumusan-rumusan klausula baku yang sejatinya
melanggar ketentuan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan.
Apabila tersedia suatu mekanisme dimana perjanjian baku yang baru
akan digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dapat dilaporkan dulu
untuk dianalisa, direvisi, dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,
tentunya hal ini akan mencegah pencantuman rumusan-rumusan klausula
baku yang melanggar secara efektif.

. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan harus bersinergi
dalam menggalakan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan
perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan supaya masyarakat
selaku konsumen dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dan juga
dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat mereka tempuh untuk
mempertahankan hak mereka. Pada kenyataannya saat ini, masyarakat di
Indonesia sebagai konsumen belum mengerti sepenuhnya mengenai hak-
haknya sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga terjadi pelanggaran-

pelanggaran hak konsumen yang dibiarkan terjadi begitu saja.
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